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Muamalah  merupakan aturan-aturan hukum Islam yang ditujukan untuk 
mengatur kehidupan manusia. Salah satu kegiatan muamalah yang sering 
dilakukan adalah upah mengupah (ijarah). Upah  adalah  pemindahan atau 
pemberian hak pemanfaatan  jasa  berupa  imbalan yang diberikan kepada pekerja 
yang telah  menyelesikan pekerjaannya. Praktik upah mengupah  yang dilakukan 
di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, yaitu kerjasama 
dalam bidang pengairan yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan pertanian. 
Kerjasama bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, pihak petani memperoleh 
keuntungan berupa  tersedianya air dan pihak jasa pengairan mendapatkan upah 
sebesar 2 bakul padi atau jika diuangkan senilai Rp. 40.000 setiap bakulnya dari 5 
lajur tanah yang pembayaran upahnya ditangguhkan sampai musim  panen.  
Pelaksanaan akad ijarah di Desa Sidodadi terjadi secara lisan berdasarkan saling 
percaya diantara kedua belah pihak. 
Permasalahan ini mengangkat rumusan masalah yaitu  (1) Bagaimana praktik 
upah mengupah  dalam pengairan sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi 
Kecamatan  Semaka Kabupaten  Tanggamus (2) Bagaimana pandangan hukum 
Islam tentang praktek upah mengupah  dalam pengairan sawah dengan sistem 
lajur di Desa Sidodadi Kecamatan  Semaka Kabupaten  Tanggamus. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui praktik upah mengupah  dalam pengairan sawah 
dengan sistem lajur dan pandangan hukum Islam tentang praktek upah mengupah  
dalam pengairan sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan  Semaka 
Kabupaten  Tanggamus. 
Adapun metode ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
deskriptif analisis, serta data-data yang diperoleh dari kepustakaan.  Sumber data 
yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data 
melalui wawancara (interview) dan observasi.  Setelah data terkumpul maka 
dilakukan analisa data, menggunakan metode kualitatif  Pengolahan data 
dilakukan secara editing dan sistematis. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan, bahwa pelaksanaan akad ijarah  
dalam bidang pengairan di Desa Sidodadi dengan upah yang di bayarkan setelah 
panen sah dalam hukum Islam karena telah sesuai rukun dan syarat ijarah dengan 
pembayaran upah senilai 2 bakul padi atau jika diuangkan senilai Rp 40.000 
setiap bakulnya dari 5 lajur sawah. Sedangkan tinjuan hukum Islam tentang 
praktik upah mengupah yang dimana ada sebagian petani tidak membayarkan 
upah sesuai dengan akad yang disepakati yakni sebesar 2 bakul padi tersebut 








 ِلَوْلا ُنْب ُساَّبَعْلااَن َث َّدَحث َّدَح َل َاق ُّيِقْشَم َّدلاِدي َنَاق يِمَل ُّسْلا َةَّيِطَع ِنْبِديِعَس ُنْب ُبْىَو ا  َل
 َّللا ُلوُسَر َل َاق:َل َاق،َرَمُع ِنْب ِوَّللاِدْبَع ْنَع،ِوِِيَبأ ْنَع،َمَلْسَأ ِنْبِدَْيز ُنْب ِنَْحَّْرلاُدْبَع اَن َث َّدَح ِو
 َأ:َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَصلْب َق,ُهَرْجََأيرِج َْلْاوُطْع  ُُوقَرَع َّف َِيَ ْنَأنبا هأور( ام)وج1 
 
"Artinya: Al-Abbas Ibn al-Walid al-Dimasyqi menceritakan, Wahb Ibn Said 
Athiyah al-Sulami menceritakan, Abd al-Rahman Ibn Zaid Ibn Aslan 
menceritakan dari bapaknya, dari Abdillah Ibn Umar r.a  dijelaskan bahwa 
rasullah Saw bersabda:”Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
A. Penegasan Judul 
Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun 
pemahaman makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini, maka akan 
ditegaskan makna beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini. 
Adapun judul proposal ini adalah Tinjauan Hukum Islam 
Tentang Praktek Upah Mengupah  Dalam Pengairan Sawah Dengan 
Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten  
Tanggamus) Untuk itu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul 
tersebut sebagai berikut : 
1. Tinjauan  
adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah 
menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).
1
 
2. Hukum Islam  
adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman 
manusia atas nash al-Quran maupun al-Sunnah untuk mengatur 
kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada zaman 
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Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke-4(Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama,2008),h. 170 
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3. Upah  
Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau 
pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil 
manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan 
menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang di maksud 
upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang 
yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan 
bayaran itu  diberikan   menurut perjanjian yang telah di sepakati.
3
 
4. Pengairan  
adalah pekerjaan yang bertalian dengan penyediaan air untuk 
pertanian dengan bendungan, Bandar, terusan,dan sebagainya. Sawah 
adalah tanah yang digarap dan diairi  untuk tempat menanam padi.
4
 
5. Sistem Lajur  
adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang 
berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam 
suatu lingkungan kompleks
5
 Lajur adalah  deretan, beberapa benda 
yang merupakan baris atau banjar, kolom, baris tebal memanjang.
6
 
atau sistem lajur adalah pembayaran upah berupa hasil panen atau 
padi dengan besaran upahnya berdasarkan perlajur sawah,  atau 
petakan lahan 
                                                          
3Kumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam, Cetakanke1 (Lampung : Permatanet,2016),h. 103 
4
Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke-4,…..h. 733 
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 Marimin, Sistem Informasi  Manajemen  Sumber Daya  Manusia  
(Bogor:Grasindo,2006), h. 1   
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Berdasarkan uraian di atas, maka maksud judul skripsi ini adalah 
mengaji Tinjauan Hukum Islam Tentang  Prakik Upah Mengupah  Dalam 
Pengairan Sawah dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi 
Kecamatan Semaka Kabupaten  Tanggamus). 
B. Alasan Memilih Judul  
Adapun alasan memilih judul Tinjauan Hukum Islam Tentang  
Prakik Upah Mengupah  Dalam Pengairan Sawah dengan Sistem Lajur 
(Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten  Tanggamus). 
adalah sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif  
a. Praktik upah mengupah  dalam pengairan sawah sering terjadi di 
antara petani dan jasa pengairan, sehingga penelitian dianggap 
perlu dan menulis tertarik untuk menganalisisnya dari sudut 
pandang hukum Islam. 
b. Desa sidodadi belum pernah ada yang membahas tentang praktik 
upah mengupah dalam pengairan sawah.  
2. Alasan Subjektif 
Disamping itu juga ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang di 
pelajari sebagai mahasiswa syariah prodi muamalah. 
C. Latar Belakang  
 Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang 
ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan 






Dalam arti sempit, fiqih muamalah menekankan keharusan antar manusia 
dengan cara memperoleh mengatur, mengelola, dan mengembangkan Mal 
(harta benda). Adapun yang termasuk dalam muamalah antara lain tukar 
menukar barang, jual beli, pinjam meminjam, upah kerja, serikat dalam 
usaha dan lain-lain. 
 Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau 
kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat 
atau tenaga pada satu  pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia 
pekerjaan dipihak lain. Hal  demikian dilakukan guna melakukan suatu 
produksi, dengan  ketentuan pihak  pekerja akan mendapatkan kompensasi 
berupa upah.  Kegiatan itu dalam literatur  fiqh disebut dengan akad Ijarah 
al-‘amal, yaitu sewa menyewa jasa tenaga  manusia.7  Dalam ajaran Islam, 
bekerja merupakan suatu keharusan bagi pemeluknya. Sebagaimana 
firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 105: 
                 
                        
Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 
Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang 
ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 




  Salah satu kegiatan transaksi dalam Islam adalah sewa-menyewa 
yang disebut ijarah.  Ijarah disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi 
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Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 215 
8
Dapartemen Agama RI, Alquran Dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit 








juga tenaga atau jasa dengan imbalan yang di sebut dengan upah.  Ijarah 
adalah menukar sesuatu dengan ada imbalanya, di terjemahkan dalam 
bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah menguapah.
9
 
Obyek ijarah harus di ketahui manfaatnya secara jelas, dapat 
diserah terimakan secara langsung,  pemanfaatanya tidak bertentangan 
dengan hukum syara, obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari 
sebuah benda dan harta benda yang menjadi obyek ijarah adalah harta 
yang bersifat isti’maly. Untuk terpenuhnya  transaksi ijarah  harus ada 
mu’jir (orang yang memberikan upah) dan musta’jir (orang yang 
menerima upah). 
Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah 
amanah yang menjadi tanggung jawabnya,  ia menyelesaikannya dengan 
baik.  Adapun upah untuk orang yang disewa adalah utang yang menjadi 
tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.
10
  
Pada dasarnya manusia bekerja karena ada motivasi dalam diri seseorang. 
Motivasi tersebut mendorong manusia untuk bekerja agar mendapatkan 
penghasilan guna memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu upah biasa 
dijadikan sebagai tolak ukur prestasi kerja.Karena upah merupakan suatu  
dorongan untuk meningkatkan kinerja bagi seseorang. 
Salah satu bentuk akad ijarah yang dilakukan petani di Desa 
Sidodadi  Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus adalah dengan 
sistem irigasi sawah yang menggunakan air sungai/bendungan oleh jasa 
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pengairan untuk mengaliri sawah petani.  Jasa pengairan memiliki 
beberapa pekerjaan di antaranya membantu mengatur lancarnya proses 
irigasi.  
Sistem pengupahan pada irigasi ini adalah sesuai luas lahan 
pertanian yang diairi air, setiap wilayah mempunyai standar tertentu,  
tetapi di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus 
umumnya untuk irigasi dilakukan perlajur lahan dan upah yang diberikan 
ditangguhkan hingga masa panen dengan syarat jika panen bagus maka 
petugas irigasi akan mendapatkan gabah atau padi  senilai 2 bakul (rinjing)  
atau jika diuangkan senilai  Rp40.000 perbakul, dengan pembayaran 
ditangguhkan sampai panen padi.  Permasalahan dalam  masyarakat ada 
sebagian petani yang tidak memberikan upah tidak sesuai dengan 
ketentuan perjanjian, sehingga musta’jir sering mengalami kerugian. 
Namun musta’jir tidak dapat menuntut haknya karena tidak adanya 
perjanjian dengan jelas. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka 
sangat penting untuk diteliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut 
dengan pemahaman lebih jelas mengenai transaksi upah mengupah 
tersebut dengan tinjauan hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas maka 
akan dikaji dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Upah 
Mengupah  Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi di Desa 









D. Fokus Penelitian 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian lebih mengarah 
pada persoalan penentuan hukum Islam khususnya fiqih muamalah yang  
terkait dengan pelaksanaan praktik upah mengupah dalam pengaiaran 
sawah. Karena penelitian difokuskan pada “Praktik Upah Mengupah 
Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur di Desa Sidodadi 
Kecataman Semaka Kabupaten Tanggamus”. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas,  ada beberapa 
pokok masalah yang hendak di kembangkan, sehingga dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik upah mengupah  dalam pengairan sawah dengan 
sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten  
Tanggamus? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek upah mengupah  
dalam pengairan sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi 
Kecamatan  Semaka Kabupaten  Tanggamus? 
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan penelitian  
a. Untuk mengetahui praktik upah mengupah  dalam pengairan 
sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan  Semaka 






b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktek upah 
mengupah  dalam pengairan sawah dengan sistem lajur di Desa 
Sidodadi Kecamatan  Semaka Kabupaten  Tanggamus 
G. Signifikasi Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain: 
1. Signifikasi secara teoritis Hasil penelitian diharapakan  akan 
bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik yang terlibat dalam 
pelaksanaan praktik upah mengupah dalam pengairan sawah dengan 
sistem lajur, serta mampu memberikan pemahaman mengenai 
pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam. 
2. Signifikasi secara praktis penelitian diharapkan memberikan manfaat 
bagi seluruh masyarakat baik yang melakukan praktik maupun tidak, 
dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna 
memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Universitas 
Islam Negeri Raden Intan Lampung.  
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan 
secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan 
menganalisis data, sehingga nantinya di peroleh suatu pemahaman dan 
pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. 
1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 








yang terjadi pada kelompok masyarakat.  Sehingga penelitian ini juga bisa 
disebut penelitian kasus/study kasus (case study) dengan pendekatan 
deskriptif-kualitatif.
11
  Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti 
Praktik upah mengupah  yang terjadi di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka 
Kabupaten Tanggamus. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat  Deskriptif analisis, yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di 
dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan 
menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada.
12
 
Dalam penelitian ini, maksudnya adalah suatu penelitian yang 
menggambarkan bagaimana praktik upah  mengupah  yang terjadi di Desa 
Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitan ini: 
a. Sumber data primer  
Data primer adalah data  yang di peroleh langsung dari responden atau 
objek yang teliti. Data primer yang di dapat dari  penelitian ini adalah 
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b. Sumber data sukunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan 
kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai leteratur atau bahan 
pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.
13
 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
 Populasi adalah  keseluruhan subjek penelitian.
14
 Adapun yang 
menjadi  bagian dari populasi dari penelitian ini adalah dari  petani di  
Desa Sidodadi berjumlah 10 petani dan 2 pengelola irigasi.  
b. Sampel 
Sampel adalah sebagian atau jumlah wakil populasi yang di teliti.
15
  
Sample ini merupakan cerminan  dari populasi  yang sifat-sifatnya 
akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sample 
ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.  
Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar 
perkiraan maka apabila subjek kurang dari seratus lebih baik diambil 
semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi, jika 
jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau 
lebih. Jumlah populasinya kurang dari 100 orang, yakni 12 orang, maka 
seluruhnya dijadikan sampel, sehingga penelitian ini merupakan penelitian 
populasi.  
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5. Teknik  Pengumpulan Data 
Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat 
penting. Oleh karena data harus dikumpulkan secara akurat, relevan, dan 
komprehensif bagi persoalan yang diteliti.
16
 Metode pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Metode Observasi 
Metode observasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk 
mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.
17
 Dalam hal ini, 
penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian 
secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan 
dengan objek penelitian. Observasi dilakukan ditempat yakni di Desa 
Sidodadi Kecamatan  Semaka Kabupaten  Tanggamus.  Untuk 
mencari data yang berkaitan dengan praktik   upah mengupah antara 
petani dan jasa pengairan. 
b. Metode Wawancara (Interview)  
Metode wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan  
data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-
keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka 
dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.
18
 
Intervew di lakukan dengan pihak  petanidan jasa pengairan serta 
warga sekitar terkait praktik  upah mengupah  dalam pengairan sawah 
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dengan sistem lajur  di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten  
Tanggamus. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable, 
berupa foto, catatan, transkip, surat kabar, majalah, agenda dan 
sebagainya.  
6. Metode pengolahan data  
a. Tahap Pemeriksaan data (editing) 
Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau 
pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan 
data yang sudah masuk terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
19
 
Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang 
terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. Sehingga 
kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki. 
b. Tahap Sistematika data  
Bertujuan menetapkendala  menurut kerangka sistematika 
bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan 
pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda 
menurut kategori-kategori dan urutan masalah.
20
 
7.  Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam 
                                                          
19
Abdulkadir Muhamad,Hukum Dan Penelitian Hukum(Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2004), h. 48 
20








Tentang Praktik Upah Mengupah  Dalam Pengairan Sawah Dengan 
Sistem Lajur Studi di Desa  Sidodadi Kecamatan Semaka  Kabupaten  
Tanggamusyang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. 
Maksudnya adalah  bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui 
tentang sistem upah mengupah pengairan sawah di Desa Sidodadi. 
Tujuan dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat 
memberikan pemahaman mengenai sistem upah mengupah dalam 
pengairan sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi dalam tinjauan 
atau pandangan hukum Islam. 
Metode  berfikir ilmiah dalam penulisan ini adalah menggunakan 
cara deduktif yaitu metode analisa dengan cara bermula dari data bersifat 
umum, kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.
21
  Metode ini 
digunakan dalam membuat kesimpulan dalam berbagai hal yang 
berkenaan dengan sistem upah bagi upah mengupah  dalam pengairan 
sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka 
Kabupaten  Tanggamus ditinjau dari hukum Islam.  
  
                                                          
21










 BAB II 
KAJIAN TEORI  
A. Kajian Teori  
1. Upah  
a. Pengertian Upah (ijarah) 
Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang 
memberikan pekerjaan kepada seorang pekerjaan atas jasanya sesuai 
dengan perjanjian.
1
 Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 
upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam 
bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan 
imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga 
yang dibayarkan dalam produksi.  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah adalah 
uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau 
sebagai pembayar tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengerjakan 
sesuatu.
2
 Dalam Peraturan Pemerintah Nomer 78 Tahun 2015 Pasal 1 
upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan 
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 
kepada pekerja atau buruh yangditetapkan dan dibayarkan menurut 
suatu perjanjian pekerja atau kesepakatan.
3
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Adapun dalam Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomer 13 
Tahun 2001 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau 
buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh 
yang ditetapkan dan dibayarkan menurut sesuatu perjanjian kerja, 
kesepakatan atau peraturan undang-undang, termasuk tunjangan bagi 
pekerja buruh dan keluarganya atau pekerjaan dan atau jasa yang telah 
dilakukan.
4
 Berdasarkan  definisi di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa ijarah adalah memberikan sesuatu imbalan kepada pekerja atau 
buruh yang telah melakukan pekerjaan. 
Pengertian upah (Ijarah) menurut Islam  yaitu ijarah menurut 
bahasa merupakan devasi dari kata al-ajr  yang berarti upah.
5
 Upah 
dalam bahasa arab disebut al-ujrah,  dari segi bahasa al-ajru yang 
berarti “iwad” (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan 
sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.
6
 Ijarah ialah upah sewa yang 
diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan satu pekerjaan 
sebagai balasan pekerjaanya.
7
 Jadi ijarah menurut bahasa dan secara 
syara‟ memiliki makna jual beli manfaat.8 
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Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas 
tenaga yang telah disumbangkan dalam proses produksi dan pemberi 
kerja wajib membayarnya. Allah menghalalkan upah karena 
merupakan kompensasi atas jasa-jasa yang telah diberikan seorang 
pekerja, dan perampasan terhadap upah merupakan perbuatan buruk 
yang akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah Swt. 
9
 
Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No:09/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan Ijarah, bahwa ijarah adalah akad 
pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atu jasa dalam  
waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (ujroh), tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
10
 
Sedangkan menurut istilah beberapa ulama mendefinisikan 
sebagai berikut : 
a) Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan  
ا ٍضَوِِعب ِعِف اَنَمْلا َىلَع ُدْقَع ًاعْرَش َُةَراجِلأ  
 
“akad ijarah secara istilah adalah akad atas manfaat dengan 
imbalan (ujrah)” 
 
b) Ulama Syafiiyah mendefinisikan dengan:  
 لْذَبِللُةَِلبَاقٍةَمْوُلْعَم ٍةَعَف ْ نَم ىَلَعُدْقَعَوُىُراَْيِْلأَا 
 ٍمْوُلْعَم ٍضَوِِعبَِابلأَاو 
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“Transaksi terhadap sesuatu manfaat uang dituju tertentu, bersifat 
mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”. 
c) Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan: 
 ٍضَوِِعب ًةَم ْوُلْعَم ٍةَحاَبُم ٍءْيَش ِعَف اَنَم ُكْيِْلَتَ ُراَْيِْلأَا 
“ pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu 
dengan suatu imbalan”11 
d) Menurut Labib Mz yang dimaksud ijarah  adalah memberikan 
sesuatu barang atau benda  kepada orang lain 
e) Menurut Hasbi Ash-Shidiqie bahwa ijarah adalah  
 ىَلَعِةَلَداَبُمْلاٌةَعْوُضْوَمٌدْقَع ْىَأ ٍةَدْوُدَْمَ ٍة َُّدبِ ِئ َّشلاِةَعَف ْ نَم
 ِعِفاَن
َ
لما ُغْي َب َيِهَف ٍضَوِِعباَهُكْيِْلَتَ 
 
“akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa 
tertentu, yaitu pemilikan manfaat untuk imbalan, sama dengan 
menjual manfaat” 
f) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud 
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g) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat 




 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dengan demikian ijarah 
merupakan akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari 
seorang muajir oleh seorang musta‟jir yang jelas dan sengaja dengan 
cara memberikan pengantian (kompensasi/upah). Akad al-ijarah tidak 
boleh dibatasi oleh syarat, akad al-ijarah tidak juga berlaku pada 
pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah 
materi, sedangkan akad al-ijarah hanya ditujukan pada manfaat. 
 Demikian juga dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai 
obyek al-ijarah untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu 
kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat 
perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, 
seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal 
selama kuliah”,  sedangkan upah digunakan untuk tenaga,  seperti, 
“para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali 
dalam seminggu. Dalam akad ijârah pekerjaan pada umum-nya akan 
ditawarkan kepada orang tertentu dengan kontrak yang jelas antara dua 
orang atau lebih.
14
 Jadi dapat dipahami bahwa al-ijarah  adalah 
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menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia 
berarti sewa menyewa dan upah mengupah.
15
 
b. Dasar Hukum Upah (ijarah) 
1) Dasar hukum  upah dalam Al-Quran  
Adapun dasar yang membolehkan upah, yang terdapat dalam al-
Quran sebagai berikut : 
a) Surat At-Taubah [9] ayat 105 
               
                   
      
 
Artinya :Dan Katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan 
melihat pekerjaanmu, begitu juga rasul-Nya dan orang-orang 
mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 
meengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya 





Ayat di atas menjelaskan mengenai pertanggung jawaban 
dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin.Allah 
SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang 
meneruskan kebathilan, kezhaliman, kesesataan dan 
penyimpangannya terhadap  perintah-perintah-Nya. Ketika  
telah tiba waktunya pada hari kiamat, semua amal perbuatan 
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akan dipaparkan dihadapan-Nya, dihadapan Rasul-Nya dan 




b) Surah Al-Baqarah [2] ayat 233: 
                     
                       
Artinya: Dan jika kamu ingin menyusukan anak mu 
kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan 
pembayaran de yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. 
(QS. al-Baqarah [2] ayat 233).
18
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah 
kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka 
kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika 
kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada 
wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh 
dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya 
kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya 
menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam 
pembayaran upah harus sesuai danjelas agar tidak ada salah satu 
pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.
19
 
c) Surah At-Thalaq [65] ayat 6 
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              
                     
                   
                  
 
Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu 
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan 
jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, 
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka 
melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka 
menyusukkan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya 
kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 
sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka 
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (QS. At-




Ayat tersebut  menjelaskan bahwa, kalau perempuan 
yang sudah diceraikan untuk menyusukan anaknya, berilah 
mereka upah atas kerjanya menyusukan itu dengan upah yang 
baik. Dan hal ini dirundingkan atau dimusyawarahkan dengan 
perempuan itu cara bagaimana penyelenggaraan penyusuan anak 
itu.“Tetapi jika kamu berada dalam kesukaran, dia disusukan 
oleh perempuan lain,” berarti jika tidak terdapat perdamaian 
diantaramu, umpamanya pihak laki-laki merasa keberatan 
anaknya disusunkan oleh ibu anak itu karena ibunya menderita 
penyakit menular, atau meminta upah yang tinggi atau ibu anak 
itu tidak suka menyusukan anaknya, maka anak itu boleh 
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disusukan oleh perempuan lain, sedangkan biayanya ditanggung 
oleh pihak laki-laki. Akad tetapi andai kata tidak ada perempuan 




d) Surah Al-Qashash 26- 27 
                    
                         
                    
                     
       
 
Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 
"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), 
Karena  sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku 
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua 
anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan 
tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah 
(suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati 
kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- 




Ayat di atas menjelaskan salah seorang dari kedua wanita 
itu berkata, "Wahai Ayah, pekerjakan pemuda itu untuk 
menggembala atau mengurus domba piaraan kita dengan gaji 
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Sungguh, ia adalah orang yang paling baik yang engkau 
pekerjakan, karena tenaganya kuat dan dirinya dapat dipercaya." 
Syu'aib berkata kepada Musa,"Aku bermaksud mengawinkanmu 
dengan salah seorang putriku ini. Sebagai mas kawinnya, kamu 
harus bekerja pada kami selama delapan tahun. Tapi, jika kamu 
mau menggenapkannya mejadi sepuluh tahun dengan sukarela, 
maka itu baik saja. Tapi aku tidak mengharuskan dirimu 
memilih masa yang lebih panjang. Insya Allah kamu akan 
mendapatkan diriku sebagai orang yang saleh yang baik dalam 
bermuamalat dan menepati janji."
23
 
Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan, maka upah 
dalam konsep Islam adalah menekankan pada dua aspek, yaitu 
aspek dunia dan akhirat. Tetapi hal yang paling penting, adalah 
bahwa penekanan kepada akhirat itu lebih penting daripada 
penekanan terhadap kehidupan dunia (dalam hal ini materi). 
2) Dasar Hukum Upah dalam Hadis 
Hadis Riwayah  Ibnu Majah   
 َةَّيِطَع ُنْب ُبْىَواَن َث َّدَح:َلَاق ُّيِقْشَم َّدلاِدِيلَوْلا ُنْب ُساَّبَعْلااَن َث َّدَح 
 َلَاق ُّيِمَل ُّسلا  ْنَع ،ِوِْيَبأ ْنَع،َمَلْسَأ ِنْبِدَْيز ُنْب ِنَْحَّْرلاُدْبَعاَن َث َّدَح
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 ِنْب ِوَّللاِدْبَع :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص وَّللا ُلْوُسَر َلَاق:َلَاق،َرَمُع
 َّفَِيْ ْنَأ َلْب َق،ُهَرْجََأيرِج َْلأااُوطُْعأ )وجام نبا هاور( ُُوقَرَع24 
 
Artinya: "Al-Abbas Ibn Al-Walid al-Dimasyqi 
menceritakan, Wahb Ibn Said Athiyah al-Sulami menceritakan, 
Abd al-Rahman Ibn Zaid Ibn Aslan menceritakan dari bapaknya, 
dari Abdillah Ibn Umar r.a  dijelaskan bahwa rasullah Saw 
bersabda: ”Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya 
kering” (HR. Ibnu Majah). 
 
Berdasarkan hadis di atas, yang menjadi objek adalah 
manfaat atas kerja yang telah di lakukan oleh seseorang 
kemudian adanya upah padanya, hal ini yang menjadi landasan 
diperbolehkannya ijarah, sedangkan pada barang yakni manfaat 
dari suatu barang yang berpindah dan dikenakan upah atasnya.
25
 
Hadis Riwayah  Abdul Razzaq dari Abu Hurairah 
 ٍدْيِعَس ْنَع و  ِّيرُْدلخْا  َمَّلَسَو ِوَّللا ىَّلَص َِّبَِّنلا َّنَأ ُوْنَع ُوَّللا َيِضر
 َُوتَرْجُأ َّمَسُيْل َف  اًر ْ يِجَأ َرَج أَتْس ا ِنَم : َل َاق 26 
 
Artinya: Dari Abu said al-khudri ra. bahwa rasulloh Saw 
bersabda:"Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja 
hendaknya ia menentukan upahnya." (HR. Abdurrazzaq) 
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Hadis di atas menjelaskan agar upah dalam transaksi 
ijarah disebutkan secara jelas dan diberitahukan betapa besar 
atau kecilnya upah pekerja.  
Hadis Riwayah Muslim  
 َلَاق ُوْنَع ُوَّللا َّيِضَر َةَر ْيَرُى بَِأ ْنَع: َلَاق مَّلَسَو ِوْيَلَع ِوّللُلُْوُسَر َلَاق
 يأ ِبِ ىَطَْعا ّلْجَر:ِةَماَيِقْلا َماْو َي ْمُهُمْصَخَاَنأ َُةث َّلاَث لاَع َت وَّللا
 ُلُجَرَو،ُوََنَثَ َلَكَأفاِّرُح َعَاب ّلُجَرَو،رَدَغ َُّثُ ْي ِْسِْاب َفَلَح
 ُي َْلَو ُوْنِم َفَْو َتْسَافاًر ْ يِجَّاَرَجأَتْسا)ملسم هأور(ُُهرْجَأ ِوِطْع27 
  
Artinya: dari Abu hurairah Ra rasullah SAW Bersada 
Allah berfirman, „Ada tiga orang yang aku menjadi musuhnya 
pada hari kiamat: seseorang yang member janji kepada-ku 
kemudian menghianati; seseorang yang menjual orang 
merdeka, lalu memakn harganya; Dan seseorang 
memperkerjakan seorang pekerja itu telah menyelesaikan 
pekerjaanya, tetapi ia tidak memberkan upahnya” (HR. 
Muslim).” 
 
Dalam Hadits di atas yang berkaitan dengan 
pembayaran upah yaitu pada poin terakhir, karena apabila telah 
memperkerjakan atau mengambil manfaat orang lain tanpa 
memberikan upah hal tersebut disamakan dengan memakan 
harta orang lain,  yang seolah-olah telah memperbudaknya. 
3) Dasar Hukum dalam Ijma 
Umat Islam pada masa sahabat telah berijma‟ bahwa 
ijarah diperbolehkan  sebab  bermanfaat  bagi manusia.
28
 Dan, 
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Ibnu Qudamah menyatakan bahwa ulama dari seluruh generasi 
dan di seluruh  negeri sepakat diperbolehkannya ijarah.
29
 Dari 
ketiga sumber  hukum Islam, yaitu al-Quran, Hadis  dan Ijma‟ 
telah meperbolehkannya  ijarah  dalam hal upah mengupah 
apabila sesuai dengan ajaran Islam.  
4) Dasar Hukum dalam Undang-Undang 
Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah 
yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari 
pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi 
pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah 
dilakukan. Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan “Upah 
adalah hak pekerja/atau buruh yang   diterima dan dinyatakan 
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 
pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan 
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau 
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa 
yang telah atau akan dilakukan”.30 
Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan 
pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari 
kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah. 
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Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja 
menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak 
merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-
undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan 
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh 
agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun 
keluarganya. 
c. Rukun dan Syarat Upah (ijarah) 
1) Rukun Akad Ijarah  
Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan 
syarat  sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan 
rukun sewa  menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari 
hakekat sewa-menyewa  dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa 
terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat 
sewa-menyewa ialah sesuatu yang  mesti ada dalam sewa-menyewa, 
tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa 
itu sendiri. Sebagai sebuah transaksi, al-ijarah dianggap sah apabila 
telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku secara umum dalam 
transaksi lainnya. Adapun rukun akad al-ijarah sebagai berikut 
a)  Shighat 
Ijab merupakan pernyataan pihak pertama mengenai isi 






pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan Kabul itu diadakan 
dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik 
terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang 
bersangkutan.
31
 Ijab dan kabul dapat berupa pernyataan 
baiksecara verbal maupun  dalam bentuk lainnya.
32
 Shighat 
transaki ijarah adalah sesuatu yang digunakan untuk 
mengungkapkan  maksud  muta‟aqidain yakni berupa lafal atau 
sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, 
memperkerjakan dan lain sebagainya.
33
  Ijab dan kabul terjadi 
antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban 
atas masing- masing secara timbal balik. 
b) Muta‟aqidain 
Ada dua orang yang melakukan akad upah mengupah yaitu 
mu‟jir  dan musta‟jir. Mu‟jir adalah orang yang menerima upah 
dan orang yang  menyewakan, sedangkan musta‟jir adalah orang 
yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa 
sesuatu, aqid disyariatkan pada mu‟jir dan musta‟jir adalah 
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c) Upah (ujrah) 
Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa 
sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang 
dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh 
digunakan untuk pembayaran dalam ijarah. Upah atau 
pembayaran harus  diketahui  meskipun masih terhutang dalam 
tanggungan,  seperti dirham, barang-barang yang dihitung. 
Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.
35
 
d) Manfaat (ma‟jur)  
Manfaat baik manfaat dari suatu barang yang disewakan 
atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja, penggunaan ma‟jur 
harus dicantumkan dalam akad ijarah, apabila penggunaan ma‟jur 
tidak digunakan berdasarkan aturan umum atau kebiasaan.  
2) Syarat-Syarat Akad Ijarah 
Akad ijarah  yang pertama kali harus dilihat terlebih dahulu 
adalah orang yang akan melakukan perjanjian  tersebut, yaitu apakah 
kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian 
pada umumnya. Unsur yang penting diperhatikan kedua belah pihak 
cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk 
membedakan yang baik maupun yang buruk.  Iman Syafii dan Hambali 
menambahkan satu syarat lagi yaitu harus  dewasa (baligh).  Perjanjian 
ijarah yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa (baligh)  menurut 
                                                          
35
 Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al,  Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam 






keduanya  tidak sah walaupun dapat membedakan yang benar dan 
buruk.   
Menurut Nandang Burhanudin dalam buku Tafsir Al-Burhan 
edisi Al-Ahkam menjelaskan bahwa syarat-syarat ijarah adalah sebagai 
berikut: 
a) Ijarah tidak sah, kecuali dilakukan oleh orang yang boleh bertindak 
(berakal, baligh, merdeka, dan rasyid) 
b) Manfaat harus diketahui, sebab manfaat adalah objek akadnya, oleh 
karena itu mengetahui objek akad disyariatkan seperti jual beli. 
c) Upah yang diberikan harus diketahui, sebab ia merupakan upah 
akad tukar jasa ia wajib mengetahui upahnya seperti pembeli 
mengetahui harga barang. 
d) Manfaat yang dihasilkan haruslah mubah, maka tidak boleh 
mengambil upah dari zina,  menyanyi, atau  berbisnis  alat yang 
melalaikan. 
e) Manfaat haruslah sesuatu yang dapat dipenuhi, oleh karena itu, 
tidak sah melakukan ijarah bagi orag yang tidak dapat memenuhi 
manfaat yang diharuskan.  
f) Manfaat haruslah dimilki oleh orang yang melakukan ijarah atua 
orang yang mewakilinya, sebab ijarah menjual manfaat, maka 






g) Jangka waktu harus diketahui , maka tidak boleh melakukan ijarah 




Adapun menurut Rachmad Syafii dalam buku fiqih muamalah  
syarat-syarat ijarah terdiri dari empat macam yaitu sebagai berikut:  
1) Syarat Terjadinya Akad  
Syarat In‟inqad  (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid zat akad 
dan tempat akad.  Menurut ulama Hanafiyah aqid (orang yang 
melakukan akad) disyariatkan harus berakal dan mumayiz (minimal 
7 tahun),  serta disyariatkan harus baligh. Sedangkan menurut 
ulama Malikiyah bahwa tamyiz  adalah syarat ijarah dan jual beli. 
Sedangkan baligh adalahsyarat penyerahannya saja.Adapun  
menurut ulama Hanabilah dan Syafiiyah mensyariatkan orang 
harus mukalaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayiz 
belum dikategorikan ahli akad.
37
 
2) Syarat pelaksanaan (An-Nafadz) 
Agar ijarah terlaksana, barang harus dimilik aqid atau ia 
memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, 
ijarah al-fadhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak 
memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak 
menjadi akad ijarah 
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3) Syarat sah ijarah 
Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan aqid (orang yang 
akad), ma‟qud „alaih (barang yang menjadi objek akad), ujrah 
(upah), dan zat akad (nafs al-aqad). Untuk sahnya akad ijarah 
diperlukan syarat sebagai berikut: 
a.  Kerelaan dua pihak yang melakukan akad  
 Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan 
ijarah, maka tidak sah, berdalih kepada firman Allah: 
                         
                        
     
 
Artinya: wahai orang-orang yang beriman janganlah 
kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 
benar), kecuali dalam perdangan yang berlaku atas dasar suka 
sama suka diantara kamu. Dan sungguh Allah maha penyayang 




b. Mengetahui  manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, 
sehingga mencengah terjadinya perselisihan.  
Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri atau kejelasan 
sifat-sifatnya jika dapat hal ini dilakukan,  menjelaskan masa 
sewa seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta 
menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.  
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c. Hendaknya barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat 
dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara‟. 
Menurut mahzab Abu Hanifah, yaitu menyewakan barang yang 
tidak dapat dibagi tanpa dalam keadaan lengkap, hukumnya 
tidak boleh sebab manfaat kegunaannya tidak ditentukan.  
Sedangkan menurut jumhur ulama mengatakan bahwa 
menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan 
utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah dari kelengkapan  
aslinya atau bukan. Sebab barang yang dalam keadaan tidak 
lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaat dan penyerahan 
dapat cara persiapannya dapat dilakukan dengan mempretelinya 
atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan teretentu, 
sebagaimana juga diperbolehkan dalam masalah jual beli.  
d. Objek akad ijarah harus di penuhi, baik menurut hakiki maupun 
syar‟i. dengan demikian tidak sah menyewakan sesuatu yang 
sulit diserahkan secara hakiki seperi menyewakan kuda binal 
untuk di kendarai  
e. Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang 
diharamkan.  
Maka tidak sah sewa menyewa dalam hal maksiat karena 
maksiat wajib ditinggalkan orang yang menyewa seseorang 
untuk membunuh seseorang secara aniaya, atau menyewakan 










f. Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardu dan bukan kewajiban 
orang yang disewa (ajir) sebelum dilakukannya ijarah. hal 
tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib 
dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu.
40
 
4) Syarat kelaziman  
Syarat kelaziman  ijarah terdiri atas dua hal berikut: 
1) Barang sewaan terhindar dari cacat  
Jika terdapat cacat barang sewaan,  penyewa boleh 
memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau 
membatalkannya. 
2) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad 
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah batal 
karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang 
apabila ada uzur. Yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang 
menyebabkan kemadaratan bagi  yang akad. Uzur dikategorikan 
menjadi tiga macam, pertama uzur dari pihak penyewa, seperti 
berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak 
menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia, kedua 
uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan 
harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, 
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kecuali menjualnya. Ketiga uzur pada barang yang disewa, 
seperti penyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk 
dan semua penyewa harus pindah. Adapun menurut ulama 
Syafiiyah, jika tidak ada uzur, ijarah tidak batal, tetapi diganti 




d. Macam-macam Upah (ijarah) 
Dalam fiqih muamalah upah dapat di klasifikasikan menjadi  dua:  
1. Upah yang telah disebutkan (ajrun musammah) adalah upah yang 
sudah  disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai 
kerelaan belah  pihak yang berakad.  
2. Upah yang sepadan (anjrun mitsli) adalah upah yang sepadan 
dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi 
kerja) jika akad  ijarahnya telah menyebutka jasa  (manfaat) 
kerjanya. 
Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah di bagi menjadi dua :  
a) Ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa‟ah), misalnya sewa 
menyewa  rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini 
mu‟ajjir, mempunyai benda-benda tertentudan muta‟jjir butuh 
benda tersebut  dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana 
mu‟ajir  mendapat  imbalan tertentu dari musta‟jjir, dan musta‟jjir 
mendapat manfaat dari  benda tersebut. Apabila manfaat itu yang 
                                                          
41






bolehkan syara‟ untuk  dipergunakan, maka para ulama fiqih 
sepakat menyatakan boleh  dijadikan akad sewa-menyewa.  
b) Ijarah yang bersifat pekerja (ijarah ala al-a‟mal) ialah dengan cara 
mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. 
Ijarah  seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila 
jenis  pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, 
buruh pabrik,  dan buruh tani.  Mu‟ajjir  adalah orang yang 
mempunyai keahlian,  tenaga, jasa, dan lain-lain, kemudian  
musta‟jjir adalah pihak yang  membutuhkan keahlian, tenaga atau 
jasa tersebut denganimbalantertentu. Mu‟ajjir mendapat upah atas 
tenaga yang ia keluarkan untuk  musta‟jjir mendapatkan tenaga 
atau jasa dari mu‟ajjir.42 
Adapun awalnya jenis upah hanya terbatas pada beberapa 
jenis saja, namun seiring perkembangan zaman dalam muamalah 
saat ini  jenisnya semakin beragam diantaranya: 
a. Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) Adzan, Iqamat, 
Mengajarkan al-Quran, Fiqih, Hadis Badal Haji, dan Qadha. 
Ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain 
untuk  salat, atau puasa atau mengerjakan haji, atau membaca 
al-Quran yang pahalanya di hadiahkan kepada (yang 
menyewa), atau untuk adzan, atau tidak mejadi imam manusia 
atau hal-hal yang serupa itu, tidak bolehkan, dan hukumnya 
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haram mengambil upah tersebut, Menurut mazhab Hambali 
ijarah dalam perbuatan ini tidak bisa kecuali menjadi 
perbuatan taqarrub bagi si pelakunya, dan diharamkan 
mengambil bayaran untuk perbuatan tersebut,  mereka 
mengatakan boleh mengambil rezeki dari baitulmal atau dari 
wakaf untuk perbuatan yang mengalirkan manfaat, seperti 
yadha.   
Pengajarana al-Quran, hadis fiqih, badal, haji, 
menanggung syahadat (kesaksian) dan melaksanakan serta 
adzan dan seumpamanya. Adapun menurut Mahzab maliki, 
Asy Syafii dan Ibnu Hazm memboleh mengambil upah sebagai 
imbalan mengajarkan al-Quran dan ilmu, karena ini termasuk 
jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga 
yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan “pengimbalan 
untuk mengajarkan al-Quran dan pengajaran ilmu dibolehkan, 
baik secara bulanan maupun sekaligus  semua itu boleh  untuk 
pengobatan, menulis aluran dan menulis buku-buku 
pengetahuan (juga boleh) karena nash pelarangnya tidak ada 
bahkan yang ada di perbolehkan. 
Abu Hanifah berpendapat untuk tidak boleh, 
mengambil imbalan dalam kaitannya dengan perbuatan taat. 
Sementara Malik  berpendapat boleh mengambil imbalan 






adzan dan haji. Menurut imam Asy Syafi‟i pengimbalan haji 
dibolehkan untuk mengimbalan imam dan shalat fardu tidak 
dibolehkan. Pengimbalan pengajaran berhitung /matematika, 
khat, bahasa, sastra, fiqih, hadist, membangun masjid dan 
madrasah dibolehkan. Menurut mahzab Asy Syafi‟i, imbalan 
memandikan mayit,  mentalqinkan dan memandikannya boleh.  
Adapun menurut Abu Hanifah tidak boleh menerima 
imbalan untuk memandikan  mayit, akan tetapi untuk menggali 
dan membawa boleh.
43
 Dari pendapat-pendapat di atas dapat 
disimpulkan bahwapengambilan upah dalam hal ibadah seperti 
yang dijelaskan di atas adalah boleh karena membawa 
kemaslahatan bagi individu dan umat dalam menyebarkan ilmu 
pengetahuan. Selain itu, karena biasanya orang yang 
mengabdikan diri untuk mengajar telah  menghabiskan waktu 
dan aktifitasnya itu sehingga tidak ada waktu untuk mencari 
nafkah.   Demikian ini sesuai dengan fatwa ulama Saudi.
44
 
b. Upah menyusui  anak  
Dalam al-Quran sudah disebutkan bahwa diperbolehkan 
memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, 
sebagaimana tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 233. 
c. Pengupahan bekam 
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Usaha bekam tidak haram, karena nabi Saw  pernah berbekam 
dan beliau memberikan imbalam, kepada tukang bekam itu, 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim 
dari Ibnu Abbas, jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan 
memberiakan upah kepadanya. 
e. Hak Menerima Upah (ijarah) 
1) Selesai bekerja  
Berdalihkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 
bahwa Nabi Saw, Bersabda: 
ث َّدَح َل َاق ُّيِقْشَم َّدلاِدِيلَوْلا ُنْب ُساَّبَعْلااَن َث َّدَح َن ِنْبِديِعَس ُنْب ُبْىَو ا
 ْنَع،َمَلْسَأ ِنْبِدَْيز ُنْب ِنَْحَْرّلاُدْبَع اَن َث َّدَح َل َاق يِمَل ُّسْلا َةَّيِطَع
 ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُلوُسَر َل َاق:َل َاق،َرَمُع ِنْب ِوَّللاِدْبَع ْنَع،ِوِِيَبأ
نبا هأور(ُُوقَرَع َّفَِيْ ْنَأ َلْب َق,ُهَرْجََأيرِج َْلأاُوطْعَأ:َمَّلَسَو ام)وج45  
 
Artinya: al-Abbas Ibn Al-Walid al-Dimasyqi 
menceritakan, Wahb Ibn Said Athiyah al-Sulami menceritakan, 
Abd al-Rahman Ibn Zaid Ibn Aslan menceritakan dari bapaknya, 
dari Abdillah Ibn Umar r.a  dijelaskan bahwa rasullah Saw 
bersabda:”Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya 
kering”(HR Ibnu Majah)  
 
2) Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang  
Apabila terdapat kerusakan pada ain (barang) sebelum 
dimanfaatkan dan sedikit pun belum ada waktu yang berlalu, 
ijarah menjadi batal. 
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3) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, 
ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak 
terpenuhinya keseluruhan. 
4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua 




f. Waktu Pembayaran Upah (Ijarah) 
 Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran 
upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada 
pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan diisyaratkan mengenai 
pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut 
Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai 
dengan manfaat yang diterimanya.  
Menurut Imam Syafii dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak 
dengan akad itu sendiri, jika mu‟jir menyerahkan zat benda yang disewa 
kepada musta‟jir, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa 
(musta‟jir) sudah menerima kegunaan.47 
g. Berakhirnya Akad Upah mengupah 
Pada dasarnya ijarah merupakan perjanjian yang masing-masing 
pihak saling terikat dalam perjajian, ijarah tidak diperbolehkan adanya  
fasakh (pembatalan) pada satu pihak, karena ijarah merupakan akad 
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pertukaran atau timbal balik, bila didapati hal-hal yang  mewajibkanya.
48
 
Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan 
secara sepihak.
49
 Ijarah berakhir atau batal karena beberapa hal berikut 
ini: 
1. Rusaknya barang yang disewakan  
Menurut ulama yang lainnya kerusakan pada barang yang di 
sewakan tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti 
selagi masih dapat diganti. 
2. Salah satu dari al-muta‟aqidain (kedua belah pihak melakukan 
transaksi) meninggal dunia  
Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang 
berakad, karena akad al-ijarah, menurut mereka tidak boleh diwariskan. 
Sedangkan menurut Jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan 
wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, 
boleh diwariskan oleh al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat 
kedua belah pihak yang berakad.
50
 
 Menurut Sayid Sabiq berakhirnya sewa-menyewa dengan sebab-
sebab sebagai berikut: 
a. Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadianya ditangan 
penyewa atau terlihat aib lama padanya. 
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b. Rusaknya barng yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang 
menjadi „ain. 
c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur „alaih), seperti baju yan 
diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah 
rusaknya barang. 
d. Telah terpenuhinya manfaat yang di akadkan, atau selesainya 
pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang 
mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah 
berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan 
penyewa,  yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya. 
2.  Air  
a. Pengertian Air  
Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat orang 
banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi 
kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya. Air merupakan bagian 
yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa air dibumi tidak akan ada 
kehidupan, air adalah bagian terbesar penyusun tubuh mahluk hidup, tubuh 
kita mengandung air lebih dari  60%.  
Menurut Djasio Sanropie air sangat berpengaruh terhadap 
kehidupan, baik itu kehidupan manusia maupun binatang, tumbuh-
tumbuhan oleh karena itu air merupakan bahan yang sangat vital bagi 
kehidupan dan juga merupakan sumber dasar untuk kelangsungan 






Indonesia (KBBI) air adalah cairan jernih tidak berwarna, tidak berasa, dan 
tidak berbau yang diperlukan dikehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan 
yang secara kimiawi mengandung hydrogen dan oksigen.
51
 
Adapun dalam Pasal 1  Peraturan Pemerintah RI Nomer 77 Tahun 
2001 tentang irigasi, air adalah semua air yang terdapat pada, di atas 
maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air 
permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
52
 
Sedangkan  irigasi merupakan usaha penyediaan dan pengaturan air untuk 
menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi 
air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. 
Kata air dalam al-Quran disebutkan bentuk mufrad (tunggal) yaitu 
Ma‟ dan tidak disebutkan dalam bentuk jamak amwah atau miyah.Kata 
Ma‟ yang ada dalam al-Quran tidak seluruhnya dimaksudkan air yang 
terdiri atas unsur oksigen dan unsur-unsur hydrogen.
53
 
Berdasarkan definisi di atas,  maka dapat di pahami bahwa air adalah 
elemen-elemen yang berupa  cairan yang tidak berwarna dan tidak berbau, 
yang  sangat berguna bagi kebutuhan manusia dan binatang serta  
tumbuhan yang ada dimuka  bumi serta merupakan salah satu sumber daya 
alam yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup terutama bagi 
manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 
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b. Macam- Macam Air 
Alat utama untuk bersuci dari hadas dan najis adalah air bersih, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Air yang suci dan menyucikan (thahrur) yaitu air yang tidak berubah 
warna, rasa dan baunya walaupun telah bercampur dengan benda 
najis. Contohnya : 
1) Air Muthlaq  
Yaitu air yang tidak berubah dari bentuk dasarnya. Baik itu 
air yang turun turun dari langit seperti air hujan, air salju, dan air 
embun atau air yang mengalir seperti air laut, air sungai, air hujan 
dan air sumur. Sesuai dengan firman Allah Swt : 
                  
 
Artinya:”……..Dan kami turunkan dari langit air yang sangat 
bersih “ (QS Al-Furqaan (25) ayat 48)54 
Allah SWT juga berfirman  
                     
Artinya: .....Dan Allah Swt menurunkan kepadamu hujan dari 
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Ayat ini menjelaskan Allah Swt memberikan jawaban 
terhadap doa dan mengirimkan rasa kantuk dengan melenyapkan 
rasa takut cemas yang ada didalam hati, dan diantara 
pertolongannya Allah SWT menurunkan hujan kepadamu dari 
langit untuk menyucikan dari hadas dan najis dan untuk 
menyusikan dari godaan setan, yakni meneguhkan karena 
keteguhan hati adalah dasar bagi keteguhan badankarena bumi 
sebelum hujan rata dan datar, dan setelah hujan ia menjadi kumpul 
dan dapat meneguhkan telapak kaki.
56
 
2) Air Musta‟mal (yang telah digunakan) 
Yaitu air yang menetes dari anggota badan orang yang berwudhu 
atau mandi. 
3) Air yang bercampur dengan benda yang suci  
Yaitu  air yang bercampur dengan dedaunan, atau tanah, atau karat 
tempat penampungan air. Namun benda tersebut tidak mengubah 
sifat air itu. 
4) Air yang bercampur dengan najis namun tidak mengubah sifatnya  
Yaitu air yang telah bercampur dengan najis seperti kencing, 
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b. Air najis  
Yaitu air yang bercampur dengan najis dan mengubah bentuk 
salah satu atau sifat air tersebut, baik bau rasa atau warnanya.Air 




Selain ini,  perubahan yang terjadi atas air yang disebabkan 
oleh sesuatu yang memang tidak dapat dipisahkan darinya. Misalnya, 
perubahan warna, bau dan rasa pada air yang lama tergenang atau 
mengalir diantara batu belerang atau karena ikan-ikan didalamnya, 
atau sesuatu yang sulit dicegah, seperti daun-daun yang berjatuhan 
dipohon-pohon sekitar air tersebut. Air seperti ini walaupun telah 
mengalami perubahan, namun masih tetap dianggap suci dan 
menyucikan. 
Termasuk juga dalam kategori air yang suci dan menyucikan 
air dalam istilah ilmu fiqih disebut air musta‟mal. Air musta‟mal 
adalah air sedikit  bekas pakai untuk bersuci  (berwudhu atu mandi 
wajib) air seperti ini masih tetap boleh digunakan untuk bersuci 
Selama tidak mengalamiperubahan dalam salah satu dari ketiga sifat 
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c. Manfaat Air Bagi Kepentingan Umum  
Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala macam 
kegiatannya, di antara manfaatnya sebagai berikut: 
1) Sebagai penggerak kincir untuk pembangkit tenaga listrik  
2) Digunakan dalam kegiatan rumah tangga misalnya, minum, masak 
mandi, mencuci dan pekerjaan lainnya. 
3) Air merupakan bahan baku dalam pendinginan dan pemeliharaan 
pabrik  
4) Dalam pertanian digunakan untuk  irigasi lahan pertanian  
5) Untuk sarana transfortasi umum  
6) Digunakan dalam kepentinga umum seperti kebersihan jalan, dan 
pasar, pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi dll 
7) Keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran dll 
8) Untuk keperluan peternakan 
9) Keperluan pelayaran dan lain sebagainya.59 
 
B. Tinjauan  Pustaka  
Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian ada beberaa 
sumber yang memiliki keterkaitan penelitian yang dilakuakan. 
1. Penelitian yang berhasil ditemukan adalah penelitian Richo 
Setyonugroho (2016) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Praktek Irigasi Sawah Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten 
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Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqih dari 
praktek irigasi sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten 
Ponorogo. Sedangkan metode penelitian menggunakan deskriftif analisis 
dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui 
observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi.  
Hasil dari penelitian ini bahwa tinjauan hukum fiqih praktik ijarah 
pada irigasi sawah yang terjadi di Desa Singgahan Kecamatan Pulung 
Kabupaten Ponorogo, sudah memenuhi unsur-unsur syarat dan rukun 
ijarah, hanya proses terjadinya akad dilakukan pengucapan seperti akad 
jual beli bukan akad ijarah, sedangkan praktik akad ijarahnya dalam 
melakukan akad irigasi petugas menerima upah dari petani telah sesuai 
dengan ketentuan akad ijarah. 
2. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah penelitian  
Khusnul Ciptanila Yuni K (2018) yang berjudul “Analisis Hukum Islam 
Terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik 
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui praktik jasa pengairan dengan sistem sibel Di Desa Bibrik 
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, metode pengumpulan data 
menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara sedangkan  
metode penelitian menggunakan analisis deskristif yang kesimpulan 
diambil melalui komparatif induktif.  
Hasil dari penelitian ini bahwa Analisis Hukum Islam Tentang 






Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun adalah sah karena sudah sesuai 
dengan rukun dan syarat  ijarah dan marsalah mursalah karena tukang 
air begitu banyak mengeluarkan tenaga dari awal sampai akhir panen dan 
berakad dengan jasanya bukan dengan menjual air sungai, selain itu dari 
perangkat desa memerlukan pengupahan yang dilakukan. 
3. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah Novi Setyowati 
(2013) yang berjudul “Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktek 
Pengairan Sawah Di Dusun Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten 
Bantul”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kerjasama 
dalam praktik pengairan sawah di Dusun Desa Trimulyo Kecamatan Jetis 
Kabupaten Bantul. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, dengan 
menggunakan pendekatakan normatif dengan teori musaqah,  metode 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi.  
Hasil dari penelitian ini adalah ditinjau dalam hukum Islam  
praktik pengairan sawah di Dusun Desa Trimulyo Kecamatan Jetis 
Kabupaten Bantul,  sudah sah karena syarat dan rukunnya telah 
terpenhuhi, sedangan prosesnya kerjasamanya terlaksana dengan baik 
dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Karena tujuan dari 
kerja sama adalah untuk mensejahterakan masyarakat petani.   
Dengan demikian, dari beberapa skipsi di atas memiliki kesamaan 
topik dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu sama-






penelitian sebelumnya penulis menggunakan teori musaqoh  yaitu proses 
kerjasama dalam praktik pengairan sawah dimana petani mengelola 
lahannya sendiri namun dalam proses pengairannya menggunakan 
pompanisasi, beda dengan penelitian yang penulis teliti dimana 
menggunakan teori jiarah  dimana petani mengelola lahannya sendiri, 
sedangkan proses pengairannya dilakukan oleh petugas irigasi yang 
diberikan imbalan berupa upah berdasarkan luas lahan pertanian yang 
dikerjakan.  
Meskipun telah disebutkan adanya penelitian yang dilakukan, akan 
tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian berbeda, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Tinjauan Hukum Islam 
Tentang Praktek Upah Mengupah  Dalam Pengairan Sawah Dengan 










DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Objek  
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa  Sidodadi Kecamatan Semaka 
Kabupaten Tanggamus 
 
Pekon  Sidodadi adalah pekon yang diresmikan tahun 1970 dari 
pemekaran pekon Tugu Rejo, sejak tahun 1950 sampai tahun 1969 Pekon 
Sidodadi bernaung di bawah Desa Induk yaitu pekon Tugu Rejo Kecamatan 
Semaka  Kabupaten Tanggamus. Pada akhir tahun 1969 terpisahlah Pekon 
Sidodadi dari Desa Induk, sebagai desa persiapan sampai akhir tahun 1970 
yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Kasdi.  
Pada tahun 1970 Pekon Sidodadi  dipercaya untuk mengadakan 
Pilkades sehingga pada tahun 1970 hingga tahun 1980 Pekon Sidodadi  
dipimpin oleh Bapak Jatmo  Tahun 1980 hingga tahun 1990 Pekon Sidodadi 
dipimpin oleh Bapak Mursidi, tahun 1990 hingga tahun 2010 Pekon 
Sidodadi di pimpin oleh bapak Kastolani Tahun 2010 – 2019 Pekon 
Sidodadi di pimpin oleh Bapak Wasikun hingga sekarang. 
2. Keadaan Geografisdesa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten 
Tanggamus 
 
Secara administratif Pekon Sidodadi terletak di Kecamatan Semaka 
Kabupaten Tanggamus  dengan luas wilayah 1042 hektar dengan penduduk 






dan perempuan  703 jiwa. Adapun batas wilayah Pekon Sidodadi 
Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus yaitu sebagai berikut:   
a. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Semaka  
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Pekon Kacapura  
c. Sebelah barat berbatasan dengan Pekon Tugu Rejo  
d. Sebelah timur berbatasan dengan Pekon Garut  
Sedangkan kondisi geografis Pekon Sidodadi Kecamatan Semaka 
Kabupaten Tanggamus sebagai berikut: 
a. Ketinggian dari permukaan laut 48 mdl  
b. Banyaknya curah hujan 10 mm 
c. Suhu rata-rata 25o C 
d. Orbitasi (Jarak Pusat Pemerintahan) sebagai berikut: 
1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan  7 km lama jarak tempuh 
keibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor 5 menit  
2) Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten 50 km jarak tempuh keibu 
kota kabupaten dengan kendaraan bermotor 1 jam  
3) Jarak dari pusat pemerintahan provinsi 120 km. lama jarak tempuh ke 
ibu kota provinsi adalah 3,5 jam 
3. Keadaan Demografis Pekon Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten 
Tanggamus 
 
Pekon Sidodadi mempunyai jumlah penduduk 1.245 jiwa. Yang terdiri 
dari laki-laki 542 jiwa dan perempuan  703 jiwa tersebar dalam 4 wilayah 








Jumlah Penduduk Pekon Sidodadi Kecamatan Semaka 
 Kabupaten Tanggamus 
Penduduk  
Dusun 1 Dusun 2 Dusun 3 Dusun 4 Jumlah  
350  jiwa  300 jiwa 315 jiwa  280  jiwa  1.245 jiwa 
Sumber :profil Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tanggal 1 januari 2016 
Tabel 2 
Perincian Penduduk Menurut Lulusan Pendidikan Umum 





Jenis kelamin Jmh  
L P  
1.  Usia 0-3tahun 20 25 49 
2 Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 19 30 49 
3 usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group 10 12 22 
4 Usia 7-18 tahun yang tidak perah sekolah  2 1 3 
5 Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah  184 215 399 
6 Usia 18-56 tahun yang tidak tamat pernah 
sekolah  
3 2 5 
7.  Tamat SD/ sederajat  177 190 367 
8 Tamat SMP  98 150 239 
9 Tamat SMA 45 60 105 
10 TamaT D1/ sederajat  1 2 3 
11 Tamat S1 / sederajat  1 3 4 
Jumlah 1.245 
Sumber :profil Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tanggal 1 januari 2016  
Tabel  3 
Perincian Jumlah Penduduk Pekon Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten 
Tanggamus 
No. Usia Jumlah jiwa Persentase (%) 
1 0-17 tahun 366 jiwa 29,39 
2 18-56 tahun 690 jiwa 55,42 
3 56-keatas 189 jiwa 15,18 
Jumlah 1,245 jiwa 100 






4. Keadaan Sosial Ekonomi Di Desa Sidodadi  
Kondisi perekonomian atau mata pencaharian masyarakat Desa 
Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sebagian besar adalah 
petani yang sebagian hanya  lulus SLTP dan SLTA, sedangkan mata 
pencaharian sebagai PNS sebagian besar lulus akademi atau dibawah ini 
Perguruan Tinggi untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel  
Tabel 4 
Mata Pencaharian Pekon Sidodadi  
NO Jenis pekerjaan 
 
Laki-laki Perempuan 
1 Petani 250 150 
2 Buruh tani 100 90 
3 PNS 1 2 
4 Karyawan 3 1 
5 Guru swasta 5 3 
6 Peternak 54 40 
7 Jasa 20 7 
8 Pedagang keliling 13 10 
9 Ibu rumah tangga 0 370 
10 Perangkat desa 10 4 
11 Belum bekerja 46 69 
Jumlah total penduduk 1.245 
Sumber :profil Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tanggal 1 januari 2016 
5. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Sidodadi Kecamatan Semaka 
Kabupaten Tanggamus  
 
Manusia mempunyai kebutuhan spiritual dan material usaha untuk 
menampung kegiatan masyarakat dalam bidang keagaman, maka umat akan 
mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lembaga tersebut, begitu juga 






Kabupaten Tanggamus yang memiliki keyakinan yang tinggi terhadap 
agama Islam.   
Masyarakat  Desa Sidodadi mayoritas menganut agama Islam, akan 
tetapi ada juga sebagian masyarakat yang memeliki kepercayaan dan 
menganut agama lain seperti Kristen dan Hindu. Walaupun berbeda 
keyakinan, masyarakat Desa Sidodadi memiliki toleransi yang tinggi antar 
sesamanya. Untuk lebih jelas tentang perincian penduduk menurut agama di 
Desa Sidodadi dapat terlihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 5 
 Perincian Penduduk Menurut Agama di Desa Sidodadi   
Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. 
No Agama Laki-Laki Perempuan 
1 Islam 600 605 
2 Kristen 1 1 
3 Katolik - - 
4 Hindu 20 18 
5 Budha - - 
Jumlah 621 624 
Sumber :profil Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tanggal 1 januari 2016 
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan  bahwa penduduk 
Desa Sidodadi mayoritas beragama Islam berjumlah 1.205 jiwa dan pemeluk 
agama lain yaitu  Kristen dan Hindu berjumlah 48 jiwa. Berdasarkan jumlah 
penduduk yang mayoritas beragama Islam tentunya dapat dijadikan modal 
dasar bagi  pembina keagamaan melalui kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, 
tentunya sesuai dengan kondisi psikologis dan sosial masyarakat.  Adapun 
jumlah bangunan peribadatan umat Islam di Desa Sidodadi Kecamatan 







Perincian Bangunan Peribadahan 
Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus 
No. Bangun Pribadahan Jumlah 
1 Masjid 2 
2 Mushola 3 
3 Gereja - 
4 Pura 1 
Jumlah 6 
Sumber :profil desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tanggal 1 januari 2016 
6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidodadi Kecamatan Semaka 
Kabupaten Tanggamus 
 
Stuktur merupakan hal terpenting untuk sebuah organisasi, hal ini 
dikarenakan sruktur adalah landasan atau dasar kerja, aturan dan gambaran 
nyata akan pembagian tugas pekerjaan sehingga terciptalah kerjasama 
yang teratur dan sistematis.  Struktur merupakan landasan atau dasar kerja 
dimaksudkan agar mereka melaksanakan tugasnya dapat terarah dan sesuai 
dengan bidangnya masing-masing dan juga untuk menanam sifat tanggung 
jawab terhadap tugasnya dan sebagai acuan kemana mereka harus 
berkonsultasi bila terjadi permasalahan di dalam pekerjaan mereka. 
Adapun struktur organisasi di Desa Sidodadi Kecamatan  Semaka 
















7. Visi Dan Misi Desa Sidodadi Kecamatan Semaka kabupaten 
Tanggamus  
 
Visi “Menjadikan Sidodadi menjadi desa yang maju dan berkarakter” 
Misi:  
a. Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. 
b. Membangun perekonomian yang kokoh. 
c. Memaksimalkan potensi desa dan sumber daya manusia yang ada 
untuk berkarya. 
d. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan 

























nur sidik  
kasi 
kesejahteraan  
m. husen  
kasi pelayanan  
lailatul 
mufliahah 
kaur tata usaha 
dan umum  
Beni Sayogi  
kaur keuangan  
nasihin  





Eko prisyanto  
RT 3 
Tumuran  
















B. Deskripsi Data Penelitian  
1. Sistem Pengairan Sawah Pada Masyarakat Desa Sidodadi 
Kecamatan  Semaka Tanggamus 
 
Secara geografis Desa Sidodadi Kecamatan Semaka  Kabupaten 
Tanggamus berbatasan dengan sungai Semaka, letaknya yang stategis, 
secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian masyarakat, oleh 
karena itu mayoritas warga  Desa Sidodadi berprofesi sebagai petani.  
Tanaman yang sering di tanam antara lain   padi, cabai, sayur-sayuran, 
jagung, singkong dan lain-lain, dimana tanaman membutuhkan air untuk 
tumbuh subur.   
Sungai merupakan sumber utama dalam pengairan yang dimiliki  
masyarakat  Desa Sidodadi, air  dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-
hari dan untuk kebutuhan  pertanian.  Pada mulanya  masyarakat 
memanfaatkan air sungai  dengan  menggunakan alat pompa air, namun 
karena mahalnya biaya yang dikeluarkan dalam penyedotan air 
mengakibatkan banyak  petani yang merugi  karena  kondisi pertanian 
yang masih tertinggal  dengan berkurangnya  hasil panen yang diperoleh 
petani,  yang disebabkan kurangnya pasokan air yang didapatkan,  karena 
tidak semua petani di Desa Sidodadi mempunyai alat pompa sendiri, 
sehingga  membuat masyarakat tertarik untuk memajukan pertanian di 
Desa Sidodadi. 
Hingga pada akhir tahun 2009-an bapak Kastolani mendirikan jasa 
pengairan sawah tersebut. Bapak Kastolani selaku pemilik jasa pengairan  






Margianto selaku anak dari Kastolani sejak saat itu pengairan sistem lajur 
mulai berjalan di Desa Sidodadi.
1
 
Menurut  bapak  Kastolani  sistem pengairan yang sering dilakukan 
petani di Desa Sidodadi sebagai berikut: 
1) Pengairan dengan sistem pompa,  
Pompa adalah mesin diesel yang gunakan untuk  menyedot air dari 
sungai ke sawah secara langsung. Dalam prateknya petani 
menyewa  mesin pompa atau diesel kepada jasa pengairan untuk 
digunakan sendiri dalam mengairi sawahnya. Pembayaran upahnya  
langsung setelah menggunakan mesin sewa. keuntungan yang 
diperoleh  hasil panen yang di dapatkan meningkat karena 
terjaminnya pasokan air, namun mahalnya biaya produksi  yang 
digunakan petani untuk memompa air karena  dalam sekali masa 
tanam padi, lahan persawahan  tidak hanya membutuhkan sekali 
pompa namun bisa sampai 4-5 kali setiap musimnya. 
2) Pengairan dengan sistem lajur.  
Lajur yaitu ukuran dalan petakan sawah yang berbentuk 
memanjang, dengan ukuran yang tidak menentu. dalam praktiknya 
petani bekerja sama dengan jasa pengairan dalam mengelola lahan 
pertanian.  Pembayaran upah berupa padi berupa 2 bakul   setiap 5 
lajur atau jika diuangkan senilai Rp. 40.000  perbakul dan  
pembayarannya  di tangguhkan hingga panen dengan syarat jika 
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padi yang dihasilkan bagus, dan apabila terjadi gagal panen maka 




2. Praktik  Upah  Mengupah  Dalam  Pengairan  Sawah  Dengan  
Sistem Lajur  
 
 Warga masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Semaka 
Kabupaten Tanggamus sebagian besar permata pencaharian sebagai 
petani, kurang lebih sekitar 80%  dari jumlah keseluruhan sedangkan 
20% yang lain bermata pencaharian sebagai pedagang dan sebagainya, 
secara geografis Desa Sidodadi sebagian besar wilayahnya berupa lahan 
pertanian namun tidak semua  masyarakat  memiliki lahan, sehingga 
masyarakat saling bekontribusi untuk mengelola lahan pertanian tersebut 
dengan membentuk jasa pengairan guna untuk membantu proses irigasi, 




 Menurut bapak Juki  mengungkapkan sistem lajur adalah 
pembayaran upah berupa hasil panen atau padi dengan besaran upahnya 
berdasarkan perlajur sawah,  atau petakan lahan. Ukuran perlajur  sawah 
itu tergantung berapa luasnya lahan pertanian tersebut,  setiap ukuran 
tidak tentu karena hanya menyesuaikan  panjang dan lebarnya sawah, 
biasanya ¼ hektar bisa dibagi menjadi 5 sekat lajur sawah 
4
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 Menurut bapak Singun, beliau  menyatakan bahwa  jasa 
pengairan sawah yang menggunakan pembayaran upah dengan sistem 
lajur di Desa Sidodadi telah dikenal sejak lama, masyarakat desa 
menyebutnya dengan jasa ili-ili yaitu jasa yang bergerak dibidang 
pengairan sawah dengan bayaran  berupa  padi dari  sawah petani. Jasa 
pengairan sawah dengan sistem lajur dilakukan setiap tahun ketika 
musim tanam padi, jasa ini digunakan pada musim penghujan khususnya 
pada musim bercocok tanam.
5
 
 Menurut  bapak Tamin, beliau mengatakan dalam praktik 
pengupahan jasa pengairan membantu petani unuk memperoleh air dari 
sungai, yang dipompa menggunakan mesin diesel ke kolam 
penampungan yang telah disediakan.
6
 Bapak boiman, mengatakan kolam  
penampungan air ini merupakan milik jasa pengairan, kemudian air 
dalam kolam penampungan disalurkan dari satu sawah kesawah yang 
lainnya dengan jalur irigasi, akan  tetapi karena luasnya lahan pertanian 
ada saja sawah yang tidak rata dalam penyaluaran airnya sehingga 
menimbulkan masalah baru bagi petani.
7
 
 Yang menjadi pertimbangan dari dalam praktik kerjasama 
seperti ini adalah dapat membantu petani dalam mendapatkan pasokan air 
sehingga dapat mengelola lahannya. Dengan sistem ini tentu antara 
petani dan jasa pengairan mendapatkan keuntungan, akan tetapi ada 
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  Tamin , petani  Desa Sidodadi, wawancara ,Tanggal, 8  Agustus 2019 
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sebagian petani yang tidak membayarkan upah sesuai dengan 
kesepakatan sehingga menyebabkan kerugian bagi jasa pengairan. 
 Adapun menurut bapak Dartun, beliau mengatakan akad yang 
digunakan  dalam  kerjasama ini adalah pihak petani berbicara langsung 
secara lisan kepada jasa pengairan dalam akad ini pihak petani 
membicarakan mengenai kapan akan di salurkannya air ke sawah, akan 




 Bapak Tugimin menyatakan, perjanjian semacam ini sudah 
menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sidodadi dari pihak petani kepada 
jasa pengairan. Dengan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu yang 
sering dilakukan kesepakatan upah mengupah  dengan perjanjian 
mendapatkan imbalan berupa padi senilai 2 bakul (rinjing), jika di nilai 




 Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti  bersama 
petani dengan jasa pengairan, yaitu bapak Kastolani dan bapak 
Margiyanto selaku pengelola air (jasa pengairan) dan bapak Juki, bapak 
Singun, bapak Tamin, bapak Boiman, bapak Dartun, bapak Tugimin 
selaku petani. Pemberian upah atau mekanisme dalam pembagian 
imbalan tersebut menunggu hingga padi siap di panen. Pembagian 
dilakukan dengan cara memanen terlebih dahulu padi yang ditanam, 
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kemudian di timbang apakah panen menguntungkan atau tidak. 
Persentasi pembagian berdasarkan luas lahan pertanian, sehingga jika 
bapak Kodirin selaku petani mempunyai luas sawah ½ hektar maka, 
beliau harus membayarkan senilai 4 bakul atau  jika diuangkan senilai 
dengan  Rp. 160.000.
10
 Berbeda halnya dengan bapak Tarom  yang 
memiliki sawah 1 hektar sehingga  beliau memberikan upah kepada 
pihak jasa pengairan  sebesar 8 bakul atau jika diuangkan senilai dengan 
Rp. 320.000.
11
 Berikut adalah daftar  luas lahan yang di kerjakan oleh  
jasa pengairan 
Tabel 8 
Luas Lahan Yang Dikerjakan 
No. Nama petani Luas lahan Besaran upah 
1.  Singun ½ hektar Rp. 160.000 
2.  Juki ¼   hektar Rp. 80.000 
3.  Tamin ¼ hektar Rp. 80.000 
4.  Boiman ½ hektar Rp. 160.000 
5.  Mudiono 1 hektar Rp. 320.000 
6.  Tarom 1 hektar Rp. 320.000 
7.  Darun ¼ hektar Rp. 80.000 
8.  Kodirin ½ hektar Rp. 160.000 
9.  Tugimin ¼ hektar Rp. 80.000 
10.  Boiman ½  hektar Rp. 160.000 
Sumber :wawancara dengan  pihak petani dan jasa pengairan di Desa Sidodadi  
Akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidodadi 
menimbulkan berbagai dampak menguntungkan maupun merugikan. 
Adapun dampak menguntungkan dari pihak jasa pengairan melihat upah 
sebagai sumber  penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, upah 
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juga dapat  menjadi motivasi dan faktor mendorong manusia untuk bekerja 
agar mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup.  Selain 
itu upah biasa dijadikan sebagai tolak ukur prestasi kerja, karena upah 
merupakan suatu  dorongan untuk meningkatkan kinerja bagi seseorang. 
Sedangkan menurut  sudut pandang pihak petani  menganggap upah 
merupakan salah satu beban biaya produksi yang harus dikeluarkan selama 
berjalannya usaha kerja.  Adapun dampak yang merugikan yakni pihak 
jasa pengairan harus menunggu hingga panen agar mendapatkan upah  dan 
dari pihak petani air yang di distribusikan sering tidak merata sehingga 
menimbulkan masalah baru bagi petani.
12
  
Nilai positif yang akan didapatkan jika menggunakan sistem 
kerjasama ini adalah pihak petani dan jasa pengairan menjalankan kegiatan 
secara produktif, dalam menjalankan kesepakatan petani mengelola 
sawahnya dengan bantuan jasa pengairan. Hal ini tentunya dapat 
menimbulkan tali persaudaraan yang semakin kuat antara petani dan jasa 
pengairan.  Petani secara tidak langsung memberikan ladang pekerjaan 
bagi orang-orang yang tidak memiliki sawah, yang nantinya dari hasil 
kerjasama ini dapat memenuhi kebutuhan bagi pengelola air (jasa 
pengairan) tersebut.  
Setelah melakukan wawancara dengan para responden ternyata 
antara petani ada yang tidak mengikuti tata cara pembayaran tersebut. Tata 
cara yang dilakukan masyarakat hanya mengikuti tata cara yang dilakukan 
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masyarakat setempat, seperti menyetujui kesepakatan yang mereka buat 
tanpa adanya bukti yang tertulis bahwa telah terjadi suatu akad dan 
masyarakat melakukan sesuatu akad didasarkan saling percaya di antara 
kedua belah pihak.  
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sistem 
upah mengupah dengan pembayaran berupa padi dapat memberikan 
keuntungan bagi jasa pengairan sedangkan  pihak petani memudahkan 
dalam menggarap lahan pertanian sendiri dan pemilik sawah secara tidak 
langsung membantu memenuhi kebutuhan masyarakat lain. Hal ini 












ANALISIS PENELITIAN  
A. Temuan Penelitian   
1. Praktik  Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem 
Lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus 
 
Setelah mengumpulkan data, baik yang didapat dari perpustakaan 
maupun dari lapangan yang kemudian sudah di jelaskan pada bab-bab 
terdahulu dapat disimpulkan bahwa upah merupakan imbalan yang 
dibayarkan kepada buruh atau pekerja  yang telah selesai mengerjakan 
pekerjaannya.  Upah merupakan aspek terpenting dalam suatu hubungan 
kerja, berbagai pihak dapat melihat upah dari sisinya masing-masing, 
pihak jasa pengairan melihat upah sebagai sumber  penghasilan untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga, secara psikologi  
harta/keuntungan juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh di 
pihak lain pengusaha melihat keuntungan dalam hubungan kerjasama 
sebagai salah satu biaya produksi. Dan pemerintah melihat upah itu satu 
pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak 
bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Meningkatnya produktifitas 
buruh/pekerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat ketentuan 
kearifak lokal agar terciptanya keseimbangan antara kedua belah pihak. 
Kerjasama dalam bidang irigasi pada dasarnya sudah menjadi 
kebiasaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari di 
Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Setelah 





adanya kesenjangan antara teori dengan praktik upah mengupah yang 
dilakukan oleh masyarakat Sidodadi, yakni sistem pembayaran dalam 
akad kerjasama dalam bidang pengairan  ada sebagian petani yang tidak 
membayarkan upahnya sesuai dengan kesepakatan. Hal ini merugikan 
bagi jasa pengairan.  
Kerjasama dalam bidang irigasi sudah menjadi tradisi di 
masyarakat dan sangat terpengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam  
kerjasama ini terdapat nila-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati 
oleh masyarakat seperti tolong menolong. Masyarakat Sidodadi 
melakukan kerjasama dengan cara yang biasa mereka lakukan secara 
lisan atau tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu akad 
perjanjian kerja di antara kedua belah pihak, kerjasama ini juga tidak 
menyebutkan akadnya tidak diperjelas hak dan kewajiban dari pengelola 
air (jasa pengairan).  
Akad sewa jasa yang terjadi pada saat pemilik sawah  meminta 
bantuan pada pengelola air (jasa pengairan) kemudian menjelaskan  
sistem pengupahan berdasarkan kebiasaan masyarakat Sidodadi yaitu 
ketika selesai mengaliri air tidak langsung mendapatkan upah melainkan 
upah yang didapatkan ditangguhkan hingga panen padi tiba, ketika panen 
tiba maka pengelola akan mendapatkan upah sebesar 2 bakul padi dari 
setiap 5 lajur sawah yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp 40.000 
perbakul padi, dengan syarat panen yang dapatkan harus bagus dan 






kerjasama dari pemilik sawah maka terjadilah akad upah mengupah atau 
ijarah.  
Pengelola air bekerja mengaliri sawah petani sebayak 4-5 kali 
dalam setiap musimnya tergantung curah hujan yang serta kelembapan 
tanah. Selain  itu pengelola irigasi melakukan pengecekan secara berkala 
pada sawah petani agar tidak terjadi penumpukan air pada salah satu 
sawah. Curah hujan yang tidak menentu juga terdapat perubahan musim 
dapat mengakibatkan tidak menentunya hasil panen yang didapatkan 
petani, sehingga panen tidak diketahui bagus atau malah mengalami 
gagal panen.  Hal ini menyebabkan upah yang didapatkan oleh pengelola 
air tidak dibayarkan. Namun adakalanya saat panen bagus  ada sebagian 
petani yang tidak membayarkan  panennya sesuai dengan kesepakatan 
hal ini yang menyebabkan jasa pengairan mengalami kerugian.  
2. Tinjauan  Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam 
Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur di Desa Sidodadi 
 
Konsep Islam adalah menjunjung tinggi kebebasan kepada 
masyarakat untuk  bermuamalah dalam segala aspek kehidupan. Dalam 
memenuhi kebutuhan, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum 
Islam yang disebut dalam  fiqih muamalah, yang semuanya adalah hasil 
dari penggalian ilmu yang terdapat di dalam al-Quran dan hadis.    
Islam juga mengatur kesepakatan kerja yang mengatur segala 
macam baik mengenai hak dan kewajiban antara seorang buruh dan 
seorang majikan terjadi keseimbangan antara keduanya. Hukum Islam 





muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup di 
masyarakat.  
Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah  
 ِِْيرْحٌتلا ىَلَع ُلِْيلُدلا َلُدَي تىَح ةَحَابِلااِءاَيْشَلأا ِفِ ُلْصلأَا 
Artinya: pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya  
Berdasarkan kaidah di atas dijelaskan Allah swt memberikan 
kebebasan kepada manusia dalam hal bermuamalah untuk mengaturnya 
sesuai dengan kemaslahatan meraka, dengan syarat tidak melanggar 
ketentuan-ketentuan yang ada dalam syara’ yaitu tidak boleh merugikan 
diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan. 
Hukum syariat ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan 
yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’ yaitu 
dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur gharar 
mengenai ujrahnya serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun 
orang lain.  Serta upah sebaiknya langsung di bayarkan  setelah pekerjaan 
selesai. Maka itu yang berlaku dalam suatu perjanjian atau suatu akad 
adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antar kedua belah pihak agar 
hak-hak antara keduanya terpenuhi.  
Ijarah dalam konsep awal yang sederhana adalah akad sewa 
sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya dalam hal ini, bahwa 
pembayaran  oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang 






dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. 
Ijarah dalam pengertian bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam 
masyarakat. 
Akad  perjanjian upah kerja pengairan sawah yang dilakukan oleh 
masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten 
Tanggamus, pada pelaksanaanya terdapat konsep kerja yang sudah jelas 
dan sedah dibenarkan oleh syariat Islam selama kegiatan usaha tersebut 
tidak bertentangan dengan syariat Islam.  Pada konsepnya, dimana antara 
petani meminta bantuan pengelola air untuk mengaliri sawah dengan 
menjelaskan sistem pembayaran yakni dibayar dengan ditangguhkan jika 
pengelola air (jasa pengairan) menyetujuinya maka telah terpenuhilah 
salah satu rukun dan syarat yaitu shighat (ijab dan qabul) upah mengupah 
karena rukun dan syarat dari akad upah mengupah adalah adanya 
kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.  Begitu pula dengan 
aqidnya dalam transaksi upah mengupah telah sesuai dengan rukun dan 
syarat sahnya akad, yakni orang yang melakukan akad telah dewasa, 
balig, sehat, dan sudah memiliki kecakapan untuk membedakan 
perbuatan yang baik dan yang buruk.   
Berdasarkan  manfaatnya upah kerja pengairan sawah yang terjadi 
di Desa Sidodadi Kecamtan Semaka Kabupaten Tanggamus mengandung 
manfaat yang dapat menciptakan kerukunan terhadap sesama dan dapat 





Mengenai objek upah yang ditangguhkan sudah jelas tertera dalam 
perjanjian bahwa upah akan dibayarkan setelah panen dengan  syarat 
hasil yang didapatkan bagus serta petani mendapatkan keuntungan. 
Perjanjian pembagian upah tersebut sesuai dengan kebiasaan yang terjadi 
di masyarakat Sidodadi, yaitu pembayaran upah berupa padi berupa 2 
bakul   setiap 5 lajur atau jika diuangkan senilai Rp. 40.000  perbakul dan  
pembayarannya  di tangguhkan hingga panen dengan syarat jika padi 
yang dihasilkan bagus, dan apabila terjadi gagal panen maka jasa 
pengairan tidak akan mendapatkan upah  sesuai dengan ketentuan. 
Namun yang terjadi ada sebagian dari petani yang tidak memberikan 
upahnya sesuai dengan perjanjian sehingga merugikan pihak jasa 
pengairan.  
Dalam rukun dan syarat upah mengenai objek upah telah dijelaskan 
bahwa upah yang diberikan kepada para pekerja harus jelas dan diketahui 
dijelskan dalam kajian teori.  Dalam hadis yang diriwayatkan oleh “Abd 
Ar-Razzaq Dari Ibnu Hanifah dan Said Al-Khudri yaitu sebagai berikut:  
و  ٍدْيِعَس ْنَع ِّيرُْدلخْا  ِوَّللا ىَّلَص َّبَِّنلا َّنَأ ُوْنَع ُوَّللا َيِضر 
 َُوتَرْجُأ َّمَسُيْل َف  اًر ْ يِجَأ َرَج أَتْس ا ِنَم : َل َاق َمَّلَسَو 1 
 
Artinya: Dari Abu said al-khudri ra. bahwa rasulloh Saw bersabda:"Barang 
siapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan 
upahnya." (HR. Abdurrazzaq) 
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Hadis di atas menjelaskan agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan 
secara jelas dan diberitahukan betapa besar atau kecilnya upah pekerja  
sehingga tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Kemudian 
mengenai pembayaran upah tergantung perjanjian yang telah disepakati 
bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayarkan sebelum selesai pekerjaan. 
Namun akan lebih baik jika upah di bayarkan setelah selesai melakukan 
pekerjaan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW: 
 ْنَع  ْبَع َّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص وَّللا ُلْوُسَر َلَاق:َلَاق،َرَمُع ِنْب ِوَّللاِد َْلأااُوطُْعأ :َم
 ُهَرْجََأيرِج  َلْب َق  فِجَي َْنأ )وجام نبا هاور( ُُوقَرَع2 
 
Artinya: Dari Abdillah Ibn Umar r.a  dijelaskan bahwa rasullah 
Saw bersabda: ”Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” 
(HR. Ibnu Majah). 
Hadis di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada 
orang yang telah melakukan pekerjaan sebaiknya diberikan setelah 
pekerjaan di selesaikan, karena dengan penangguhan pembayaran upah 
sama  saja penundaan dalam pembayaran  utang yang termasuk dalam 
perbuatan dzalim. Dalam praktik yang terjadi pada mayarakat Sidodadi upah 
pengairan ditangguhkan sampai panen sudah jelas mengenai jumlah upah 
yang diberikan.  
Merujuk pada konsep bermuamalah praktik upah mengupah yang 
dilakukan masyarakat Sidodadi telah sesuai dengan hukum Islam karena 
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upah yang ditangguhkan setelah panen telah di sesuai dengan rukun dan 
syaratnya. Namun ada sebagian yang tidak melaksanakan upah mengupah 
sesuai dengan perjanjian hal ini yang menyebabkan terjadinya kerugian 
yang dialami oleh jasa pengairan. 
B. Pembahasan  
Berdasarkan temuan penelitian, akad upah kerja  pada pengairan 
sawah di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus 
perjanjian sesuai dengan yang telah di sepakati yaitu dengan   pembayaran 
upah berupa padi berupa 2 bakul   setiap 5 lajur atau jika diuangkan senilai 
Rp. 40.000  perbakul  dengan ketentuan sebagai sebagai berikut: 
1. Menurut bapak Margiyanto, beliau menyatakan pembayaran upah 
pengairan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati apabila panen yang 
didapatkan pemilik sawah bagus 
3
 
2. Menurut bapak Mudiono, beliau mengatakan bahwa pembayaarn upah 
kerja bisa tidak sesuai dengan perjanjian atau upah yang dibayarkan 
hanya setengah jika panen yang di dapatkan kurang bagus.
4
 
3. Menurut bapak Kastolani, upah pengelola air (jasa irigasi) dapat tidak 
dibayarkan bila terjadi gagal panen. 
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Berdasarkan pembahasan pada bab-bab yang sebelumnya tentang hal-hal 
yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menganalisa 
data-data yang diperoleh di lapangan, maka pada bab ini dapat ditarik 
kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan pada bab 
sebelumnya. Adapun kesimpulannya yaitu sebagai berikut: 
1. Praktik pelaksanaan upah pengairan dengan sistem lajur di Desa Sidodadi 
Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus adalah akad upah kerja 
dalam bidang pengairan yang terjadi di masyarakat Sidodadi  dengan 
akad lisan yang  berdasarkan  kepercayaan antara pemilik sawah (petani)  
dengan  pengelola air (jasa pengairan).  Pembayaran berupa 2 bakul padi 
atau jika diuangkan senilai dengan Rp.40.000 setiap bakulnya dari 5 lajur 
sawah   dengan pembayarannya di tangguhkan sampai panen. Pemberian 
upah di berikan pemilik sawah setelah panen dengan syarat panen yang 
diperoleh bagus dan petani mendapatkan keuntungan. Namun sebagian 
dari petani ada yang tidak membayarkan upah sesuai dengan perjanjian 
yang telah di sepakati sehingga menyebabkan jasa pengairan mengalami 
kerugian.   
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam 
Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur  di Desa Sidodadi Kecamatan 






pengairan sawah merupakan bentuk akad ijarah . Dalam hukum Islam 
telah menjelaskan bahwa kerjasama dalam bidang pengairan merupakan  
salah satu bentuk tolong menolong yang terpenting tidak ada yang 
dirugikan. Dalam praktik upah mengupah dalam pengairan sawah upah 
yang dibayarkan ditangguhkan setelah panen sudah sah dalam hukum 
Islam karena telah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Namun  ada 
sebagian yang tidak membayarkan sesuai dengan akad yang disepakati 
yakni pemberian upah 2 bakul padi. Hal tersebut  tidak sah dalam hukum 
Islam karena belum memenuhi rukun dan sayarat serta  dapat merugikan 
salah satu pihak.  
 
B. Rekomendasi   
1. Diharapkan dalam melakukan praktek upah mengupahan antara petani 
dan jasa pengairan sebaiknya mengikuti sekepakatan yang telah 
dilakukan walaupun kesepakatan tersebut hanya berdasarkan tradisi.   
Serta apabila ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran dapat di 
berikan sanksi baik secara umum maupun syariat Islam.  
2. Petani dan jasa pengairan sebaiknya memperhatikan hak dan kewajiban 
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